
PERATURAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR ^\ TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT 
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOMBANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang a. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 52 T a h u n 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran 
alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara 
kebu tuhan , penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. bahwa da lam rangka terkendal inya dan terd is t r ibus inya 
alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara tepat j en is , 
tepat w a k t u dan tepat sasaran, d ipandang per lu d i tetapkan 
Pedoman Pengendalian dan Pendistr ibusian Alat/Obat 
Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi da lam Pelaksanaan 
Pelayanan Keluarga Berencana d i Kabupaten Bombana; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistr ibusian 
Alat/ Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi da lam 
Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bombana; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi , Kabupaten 
Kolaka Utara d i Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5063); £ 
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4. Undang-Undang Nomor 52 T a h u n 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2009 Nomor 
161, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 5080); 

5. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 T a h u n 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6398; 

6. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
d iubah beberapa ka l i t e rakhir dengan UndangUndang 
Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 
Admin is t ras i Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 T a h u n 1998 tentang 
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1998 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
Nomor 3781); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 T a h u n 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran 
Negara Republ ik Indonesia Nomor 5559); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 87 T a h u n 2014 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi 
Keluarga (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 
2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 
Indonesia Nomor 5614); 

11 . Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Menter i 
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Dalam Negeri Nomor 120 T a h u n 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 T a h u n 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 157); 

12. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang M i l i k Daerah (Berita 
Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 547); 

13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 165/ PER/ E l / 2011 tentang 
Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka 
Panjang; 

14. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/ PER/ E l/ 2011 
tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi 
da lam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana; 

15. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Nomor 286/ PER/B3/2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan 
dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non 
Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana; 

16. Peraturan Kepala Kepala Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Nomor 287 /PER/B3/2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan 
Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi d i Provinsi, 
Kabupaten dan Kota; 

17. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 303/ PER/ E l / 2016 tentang 
Pedoman Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta 
Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi da lam Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga; 

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional Nomor 3 T a h u n 2017 tentang 
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi 
da lam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republ ik Indonesia 
T a h u n 2017 Nomor 380); 

19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional Nomor 3 T a h u n 2020 Tentang Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana D i Daerah 

20. Peraturan Bupa t i Bombana Nomor 50 T a h u n 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , serta 
Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bombana; / 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT 
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI DALAM 
PELAKSANAAN PELAYANAN K E L U A R G A BERENCANA 
KABUPATEN BOMBANA. 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan 
1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bombana. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i beserta Perangkat 

Daerah sebagai u n s u r penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 
4. Wak i l Bupa t i adalah Waki l Bupa t i Bombana. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bombana. 
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah u n s u r pembantu 

Bupa t i dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
da lam penyelenggaraan u r u s a n Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. 

7. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah 
upaya terencana dalam mewu judkan penduduk t u m b u h 
seimbang dan Keluarga berkual i tas mela lu i pengaturan 
ke lahiran anak, j a rak , dan usia ideal me lah i rkan, serta 
mengatur kehami lan . 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
selanjutnya dis ingkat APBN adalah rencana keuangan 
t a h u n a n pemer intahan negara yang d isetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya dis ingkat APBD adalah rencana keuangan 
t a h u n a n pemer intahan daerah yang d isetujui oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan d i te tapkan 
dengan peraturan daerah. 

10. Keluarga Berencana yang selanjutnya dis ingkat KB 
adalah upaya mengatur ke lahiran anak, j a r a k dan usia 
ideal me lah i rkan, mengatur kehami lan, mela lu i promosi , 
per l indungan, dan ban tuan sesuai dengan hak 
reproduksi u n t u k mewujudkan Keluarga yang 
berkual i tas. 

11 . Bala i Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya 
disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang 
d ibangun dar i anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan 
yang d ibangun dar i dana APBD dan/atau bangunan 
yang d ia l ih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB 
yang diserahkan kepada OPDKB dengan surat ketetapan 
Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat u n t u k 
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi program. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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Bangga Kencana, serta u n t u k mengendal ikan dan 
membina tenaga l i n i lapangan. 

12. Stock out adalah kondis i terjadinya kekosongan salah 
satu a tau lebih j en is alat dan obat kontrasepsi , baik d i 
gudang kontrasepsi OPD-KB kabupaten/kota m a u p u n d i 
fasilitas kesehatan. Sua tu faskes akan dianggap stock 
out u n t u k sua tu metode j i k a sisa stok akh i r bu l an i n i 
adalah kosong a tau no l u n t u k metode kontrasepsi yang 
di layani d i faskes tersebut. 

13. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan 
penggerakan dan pelayanan KB metode kontarsepsi 
j angka Panjang (MKJP) da lam rangka menghas i lkan 
peserta KB baru , peserta KB ulangan, dan peserta KB 
gant i cara. 

14. Pelayanan KB adalah upaya mengatur ke lah i ran anak, 
j a r a k dan us ia ideal me lah i rkan , mengatur kehami lan , 
mela lu i promosi , per l indungan, dan ban tuan sesuai 
dengan hak reproduks i u n t u k mewu judkan Keluarga 
yang berkual i tas mela lu i pemberian pelayanan KB 
termasuk penanganan efek samping dan kompl ikas i . 

15. Prakt ik Mand i r i B idan yang selanjutnya dis ingkat PMB 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan oleh b idan lu lusan pend id ikan profesi 
u n t u k member ikan pelayanan langsung kepada k l i en . 

16. Fasil itas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana 
Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas 
kesehatan yang member ikan pelayanan kontrasepsi , 
berlokasi dan terintegrasi d i fasilitas kesehatan t ingkat 
pertama dan d i fasilitas kesehatan r u j u k a n t ingkat 
l an ju tan , dikelola oleh pemer intah te rmasuk Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Republ ik Indonesia 
m a u p u n swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta 
te lah teregistrasi da lam sistem informasi manajemen 
BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 
yang d i te tapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD
KB Kabupaten dan Kota. 

Pedoman Pengendalian dan Pendistr ibusian Alat/Obat 
Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi da lam Pelaksanaan 
Pelayanan Keluarga Berencana d i Kabupaten Bombana 
sebagaimana ter lampir dan sebagai bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pedoman Pengendalian dan Pendist ibusian Alat/Obat 
Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi sebagaimana d imaksud 
da lam Pasal 2 d igunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan 
bagi Para Pengelola Alat/Obat Kontrasepsi dan Non 
Kontrasepsi d i Kabupaten B o m b a n a . / 

Pasal 2 

Pasal 3 
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BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupat i i n i mu la i ber laku pada tanggal 
d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan 
pengundangan Peraturan Bupa t i i n i dengan 
penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten 
Bombana. 

P A R A F K O O R D I N A S I . 
NO UNIT/SATUAN K E R J A PAJ^AF 

1 
2 
3 
4 
5 

D iundangkan d i Rumbia 
pada tanggal, % VAfc\ 

Dite tapkan d i Rumbia 
pada tanggal, 5" \ 

BUPATI B 

2021 

H. TAFD1 

2021 

SEKRETARIS DAERAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ^\ 
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LAMPIRAN PERATURAN KABUPATEN BOMBANA 
NOMOR /[\ TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN 
DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT / OBAT 
KONTRASEPSI DAN NON KONTRASEPSI 
DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN 
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN 
BOMBANA 

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT/OBAT 
KONTRASEPS I DAN NON KONTRASEPS I DALAM PELAKSANAAN 

PELAYANAN K E L U A R G A BERENCANA 
KABUPATEN BOMBANA 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu upaya menjamin keberlangsungan pelayanan Keluarga 
Berencana d iper lukan d u k u n g a n tata kelola alat/obat kontrasepsi dan non 
kontrasepsi yang profesional efektif dan efisien mela lu i pengelolaan logistik 
sesuai standar yang ber laku. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bombana selaku kepanjangantangan Perwakilan 
BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara d iharapkan m a m p u berperan d i wi layah 
kerjanya sebatas kewenangan, termasuk da lam ha l pengelolaan 
permintaan, penyimpanan dan pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non 
kontrasepsi u n t u k menjamin ketersediaan alat/obat kontrasepsi dan non 
kontrasepsi yang sangat d i b u t u h k a n u n t u k memenuh i pelayanan Keluarga 
Berencana. 

Mengingat alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi memi l i k i n i l a i 
yang sangat strategis da lam menunjang operasional Program 
Kependudukan dan Keluarga Berencana, maka alat/obat kontrasepsi dan 
non kontrasepsi tersebut harus dikelola dengan baik sesuai standar 
penyimpanan yang baik. 

Agar pengelolaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi dapat 
d i l akukan dengan baik, maka d iper lukan sua tu tata kelola yang dapat 
d i jadikan acuan da lam permintaan, peny impanan sampai dengan 
pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi sehingga ter jamin 
kelayakan persediaan (buffer stock) d i gudang. 

I I . MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud 
a. ter laksananya permintaan, penyimpanan dan pengaturan 

alat/obat dan non kontrasepsi secara ter t ib , aman dan lancar, taat 
asas sesuai standar tata kelola sehingga alat/obat kontrasepsi dan 
non kontrasepsi da lam keadaan Siap pakai ; dan 

b. sebagai acuan da lam moni tor ing dan pengendalian permintaan dan 
pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi . 

2. Tu juan 
a. men ingkatkan akses dan kual i tas pelayanan Keluarga Berencana 

dan Kesehatan Reproduksi da lam rangka mewu judkan "Penduduk 
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T u m b u h Seimbang" me la lu i j a m i n a n penyediaan alat/obat 
kontrasepsi dan non kontrasepsi yang berkual i tas ; 

b. t e rwujudnya kesamaan persepsi da lam pengolahan data dan 
terselenggaranya analisis data k ebu tuhan serta te rsusunnya 
rencana kebu tuhan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi 
da lam mendukung tercapainya t u j u a n Program Kependudukan dan 
Keluarga Berencana; dan 

c. ter laksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan 
serta pelaporan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi secara 
ter t ib , aman dan lancar. 

HI. RUANG LINGKUP 

Ruang L ingkup Pedoman Pengendalian dan Pendistr ibusian 
Alat / Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi da lam Pelaksanaan 
Pelayanan Keluarga Berencana d i Kabupaten Bombana me l iput i : 
1. Tata Kelola Permintaan 

a. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi 
dapat d i l akukan oleh Pengelola Fasil itas Kesehatan a tau K l in ik 
Keluarga Berencana pada Fasilitas Kesehatan d i t ingkat Kecamatan 
mela lu i Balai Penyuluhan KB Tingkat Kabupaten Bombana Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bombana dan/atau Koordinator PLKB Kecamatan atas dasar 
perh i tungan Stok yang tersedia pada K l in ik Keluarga Berencana d i 
setiap Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana, d i l amp i r i daftar 
Stok yang ada; 

b. Permohonan permintaan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi 
dapat d i l akukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bombana dan/atau Koordinator PLKB 
Kecamatan atas dasar perh i tungan Kebutuhan Rencana Kegiatan 
Pelayanan Keluarga Berencana atas dasar perh i tungan Stok yang 
tersedia pada K l in ik Keluarga Berencana d i setiap Fasilitas 
Kesehatan Keluarga Berencana, d i l amp i r i daftar Stok yang ada; dan 

c. Permohonan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi d i t u j u k a n 
kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 
Bombana selaku Pengguna Barang d i gudang. 

2. Tata Kelola Penyimpanan dan Pengeluaran 
a. Request/ Permohonan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi 

a) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bombana selaku Kuasa Pengguna Barang d i 
Kabupaten Bombana mela lu i Sekretaris Dinas menyetu ju i SPMB 
atas permintaan dar i Kepala Bidang KB yang d ike tahu i oleh 
Kasubbag U m u m dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung 
Bendahara Barang. Dasar mengeluarkan SPMB adalah 
permintaan dar i Pengelola Fasil itas Kesehatan a tau K l in ik KB 
d isetu ju i oleh Balai Penyuluhan KB Tingkat Kabupaten 
Bombana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
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Berencana Kabupaten Bombana dan Koordinator PLKB 
Kecamatan atas perh i tungan Stok alat dan obat kontrasepsi . 

b) SPMB d ibua t dan d i tandatangani oleh Kepala Bidang KB selaku 
Pengguna Barang dan disetujui oleh Sekretaris Dinas u n t u k 
d isampaikan kepada Bendahara Barang, asl i SPMB 
disampaikan kepada Bendahara Barang dengan satu tembusan 
Bidang KB selaku Pengguna Barang dan satu tembusan 
d isampaikan kepada Sekretaris Dinas cq. Kasubbag U m u m dan 
Kepegawaian. Atas per intah mengeluarkan barang tersebut, 
Bendahara Barang membuat dan menandatangani Surat 
Barang B u k t i Keluar (SBBK). 

c) Setiap penyerahan/pengir iman alat/obat kontrasepsi dan n o n 
kontrasepsi dar i gudang Kabupaten Bombana ke Fasilitas 
Kesehatan Keluarga Berencana/Kl inik Keluarga Berencana d i 
wi layah Kecamatan harus disertai dengan Ber i ta Acara 
Penyerahan dan Penerimaan alat/obat kontrasepsi dan non 
kontrasepsi . 

d) Bendahara Barang harus member ikan tembusan SBBK kepada 
atasan langsungnya sebagai b u k t i bahwa alat/obat kontrasepsi 
dan non kontrasepsi te lah d i k i r i m oleh ekspedisi pada tanggal, 
bu lan , t a h u n sesuai yang t e rcantum pada SBBK kepada 
(a) Kasubbag U m u m dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung 

Bendahara Barang; dan 
(b) Sekretaris Dinas u n t u k cross check FNIKB, dan d i laporkan 

kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Bombana; 

e) Sebagai b u k t i barang te lah d i te r ima d i Fasilitas Kesehatan 
Keluarga Berencana, maka p ihak pengir im (ekspedisi) harus 
mengembal ikan SBBK yang telah d i tandatangani dan distempel 
oleh Un i t Layanan Keluarga Berencana yang bersangkutan 

(a) Kasubbag U m u m dan Kepegawaian selaku Atasan Langsung 
Bendahara Barang; dan 

(b) Sekretaris Dinas u n t u k cross check dan d i laporkan kepada 
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Bombana; 

NonRequest/ Non Permohonan 
a) Berdasarkan Rencana Dis t r ibus i (rensi) da r i B idang Keluarga 

Berencana, selanjutnya Kepala Bidang Keluarga Berencana 
membuat Nota Dinas kepada Sekretaris Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bombana u n t u k 
mend is t r ibus ikan alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi 
yang te lah d ise tu ju i tersebut; 

b) Sekretaris cq. Kasubbag U m u m dan Kepegawaian 
menandatangani SPMB (Surat Permohonan Mengeluarkan 
Barang) dengan d ike tahu i oleh Kepala Bidang Keluarga 
Berencana sebagai dasa/* pengeluaran alat/obat kontrasepsi dan 
non kontrasepsi ; dan / 

kepada: 
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c) Bendahara Barang atas dasar SPMB tersebut mengeluarkan/ 
meng i r imkan alat dan Obat kontrasepsi kepada Fasilitas 
Kesehatan/Kl inik Keluarga Berencana yang mengajukan 
permintaan disertai dengan Surat B u k t i Barang Keluar (SBBK); 

IV. PERENCANAAN KEBUTUHAN 

(1) Da lam Perencanaan Kebutuhan sangat d ipe r lukan adanya 
Pengelolaan Data Kebutuhan , Anal is is Data Kebutuhan serta 
Penyusunan Rencana Kebutuhan. Adapun Pengelolaan Data 
me l iput i : 
a. D i l akukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB 

Kabupaten Bombana; 
b. Mengumpu lkan dan mengedit data; 
c. Stok a lkon bu lanan F/ V/ KB) dan non a lkon (K/O/KB) bu lanan ; 
d. Stok opname gudang a lkon dan non a lkon DPPKB Kabupaten 

Bombana; 
e. Informasi pengadaan a lkon dan non a lkon; 
f. Laporan mutas i a lkon dan n o n a lkon; 
g. Penghapusan a lkon dan non a lkon; dan 
h . Menyususun data menjadi data basis. 

(2) Analisis Data Kebutuhan 
a. D i l akukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB 

Kabupaten Bombana dan berkoordinasi dengan RSUD, 
Puskesmas / Pustu dan Polindes serta k l i n i k KB 
Pemerintah / Swasta; 

b. Me lakukan analisis k e b u t u h a n a lkon dan non a lkon dengan cara 
mempelajari , menelaah, memband ingkan antara data basis 
dengan informasi yang b a r u d i te r ima dengan menyusun Rencana 
D is t r ibus i (Rensi); 

c. Menyiapkan laporan analisis data k ebu tuhan a lkon dan non 
a lkon seperti Laporan analisis pemakaian dan Laporan analisis 
Stok a lkon dan non a lkon bu lanan , t a h u n a n dan l ima t ahunan ; 
dan 

d. D i l akukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada DPPKB 
Kabupaten Bombana dengan mengacu pada laporan bu lanan 
kl in ik/fas i l i tas KB (F/ I I / KB) yang ada d i masing-masing 
kecamatan. 

(3) Penyusunan Rencana Kebutuhan . 
Perencanaan k e b u t u h a n a lkon dan non a lkon setiap t a h u n 
d i laksanakan dengan cara perh i tungan berdasarkan data sasaran 
kesertaan ber-KB ya i tu Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) ba ik 
peserta KB ba ru m a u p u n peserta KB ak t i f dan CYP. 

J E N I S ALKON CYP 
Cou le Years of Protection 

PIL D iper lukan 13 cyc le/tahun 
SUNTIKAN Diper lukan 4 v ia l/ t a h u n 
KONDOM Diper lukan 6 l u s i n / t a h u n 
IUD Diper lukan 1 each/ 5 - 8 t a h u n 
IMPLANT Diper lukan 1 set / 3 t a h u n 
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V. PERHITUNGAN KEBUTUHAN 

Rumus mengh i tung k ebu tuhan kontrasepsi periode w a k t u 12 bu lan 
dengan a tau tanpa buffer stock (6 bulan) adalah sebagai ber ikut : 
Rumus Perhi tungan u n t u k masing-masing A lkon : 

J E N I S ALKON PERHITUNGAN 
12 BULAN 

PERHITUNGAN 
12 BULAN + 6 BULAN 

PIL PPM P A x 13 cycle PPM P A x 19cycle 
SUNTIKAN PPM PA x 4 v ial PPM PA x 6 vial 
KONDOM PPM PA x 6 lus in PPM PA x 9 lus in 
IUD PPM PB x 1 each PPM P B x 1,5 each 
IMPLAN PPM PB x 1 set PPM PB x 1,5 set 

VI . PEMAKAIAN RATA-RATA P E R BULAN 

Adapun r u m u s u n t u k mengetahui pemakaian rata-rata setiap bu lan y a i t u 
sebagai be r iku t : 

1 PIL PPM PAX 13 Cycle 
12 Bulan 

2 SUNTIKAN 
PPM PA X 4 Vial 

12 Bulan 

3 KONDOM 
PPM PA X 6 Lusin 

12 Bulan 

4 IUD PPM PAX 1 Bach 
12 Bulan 

5 IMPLAN 
PPM PA X 1 Set 

12 Bulan 

VI I . PERSEDIAAN MINIMAL DAN MAKSIMAL (MIN-MAKS) 

Persediaan m in ima l dan maks ima l u n t u k Kabupaten Bombana dan 
Kecamatan dapat d i susun sebagai ber ikut : 

No Tingkat Persediaan 
Minimal Persediaan Maksimal 

1 Kabupaten 3 bu l an 24 bu l an 
2 Kecamatan 3 bu lan 24 bu l an 
3 Akseptor 1 bu lan 1 bu lan 

VII I . MEKANISME PENGENDALIAN ALAT KONTRASEPS I 

(1) Penerimaan alat kontrasepsi d i laksanakan dengan me lakukan 
pemeriksaan me l iput i : 
a. tanggal kedatangan; 
b. jen is dan merk kontrasepsi ; 
c. j u m l a h (kotak, berat dan volume, u n i t dll ) ; 
d. harga satuan; 
e. tanggal pembuatan/tahun produks i ; 
f. tanggal kadar luasa; 
g. kond is i a lkon dan non a lkon; 
h . sumber dana j r i an 
i . nomor batch / 
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(2) Menyiapkan SBBM, k a r t u barang, k a r t u persediaan dan b u k u 
penerimaan 

(3) Penyimpanan alat kontrasepsi dengan tahapan sebagai ber ikut : 
a. merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/ tempat 

dengan memperhat ikan sifat barangnya, misalnya t idak terkena 
cahaya matahar i langsung dan harus d is impan pada s u h u ruang 
ter tentu ; 

b. P indahkan semua barang persediaan yang t idak terpakai lagi 
a tau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-
bahan k im ia ; 

c. Bers ihkan ruangan dar i debu dan kotoran, kebersihan ruangan 
harus tetap dijaga dan selalu ker ing; 

d. Tempat peny impanan barang persediaan d i a tur sesuai jen is dan 
sifatnya, karena setiap jenis alat/obat kontrasepsi mempunya i 
spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya: sun t i kan , p i l dan imp lan 
memer lukan tempat dengan s u h u ruangan te r tentu (dingin) 

e. Penerangan l ampu a tau jen is l ampu , menggunakan l ampu Pijar 
b u k a n l a m p u TL; 

f. S u h u Penyimpanan A lkon yang d iper lukan sesuai standarisasi 
s u h u udara adalah sebagai ber ikut : 
1) IUD : m a k s i m u m 25 derajat celcius; 
2) Kondom : m a k s i m u m 25 derajat celcius; 
3) PIL : m a k s i m u m 25 s.d 30 derajat celcius; 
4) Sunt ikan : m a k s i m u m l 5 s.d 25 derajat celcius; 
5) Imp lan : m a k s i m u m l 5 s.d 25 derajat celcius; 

(4) U n t u k non a lkon peny impanan d i susun dengan baik terpisah dar i 
alat/obat kontrasepsi 

(5) Bangunan Gudang sebagai tempat peny impanan harus memenuh i 
Spesifikasi Teknis sebagai b e r i k u t . 
a. Luas bangunan 9 x 10 m (sesuai kebutuhan) ; 
b. Plafon/langit-langit s tandard; 
c. Venti lasi udara 0,2 m x 0,4 m (kanan, k i r i dan belakang); 
d. Penerangan l ampu pijar 40 watt ; 
e. Stop kontak 4 t i t i k ; 
f. P in tu 2 x 0,92 m dengan tral is besi; 
g. Kunc i standart ; 
h . D ind ing penyekat tembok; 
i . Pencegahan kerusakan a lkon dan non a lkon (pallet, rak , lemari , 

obat an t i rayap, sun t i kan an t i rayap); 
j . A lat kebersihan; 
k. Alat pemadam kebakaran; 
1. AC spl i t Exhaust fan 3 b u a h (kanan, k i r i dan belakang); 
m . Tro l i pengangkut a lkon dan non a lkon; dan 
n . Tangga a l u m u n i u m 1 buah u k u r a n t inggi 2 m 
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IX . PENYALURAN 

ALUR MEKANISME DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI POLA I 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 

KABUPATEN BOMBANA 

DINAS PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN KB 

KAB. BOMBANA 

Permohonan Permintaan 
Alkon dari Faskes/KKB 

BIDANG KB 

SEKSI DISTRIBUSI ALKON 

Bendahara Gudang 

SPMB 
(Surat Perintah Mengeluarkan Barang) 

Kasubag.Bagian Umum dan 
Kepegawaian ke Bendahara Gudang 

SBBK 
( Surat Bukti Barang Keluar) 

Bendahara Gudang 

PUSKESMAS 

1 
RUMAH SAKIT 

PUSTU 

i 
PUSLING ^ AKSEPTOR ^ 

BIDAN DESA 

• S 3 
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ALUR MEKANISME DISTRIBUSI ALAT KONTRASEPSI POLA II 
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 

KABUPATEN BOMBANA 

1. Pengumpuian Data/Analisis 
2. Sisa Persediaan F/II/KB 
3. Pengeluaran F/II/KB Kebutuhan Faskes 

RENSI BIDANG KB 
(SEKSI DISTRIBUSI ALKON 

SPMB 

(Surat Perintah Mengeluarkan Barang) Kasubag.Bagian Umum dan 
Kepegawaian ke Bendahara 
Gudang 

SBBK 
( Surat Bukti Barang Keluar) 

Bendahara 
Gudang 

PUSKESMAS 

BaCBSKESMASI 

RUMAH SAKIT 

PUSTU 

I 
PUSLING AKSEPTOR 

BIDAN DESA 

i <m i 
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X . PELAPORAN 

(1) Kegiatan Admin is t ras i Pencatatan dan Pelaporan Alat Kontrasepsi 
te rd i r i dar i beberapa kegiatan admin is t ras i ya i tu : 
a. Pembuatan Ber i ta Acara Penerimaan Barang. 
b. Lampi ran Ber i ta Acara Penerimaan Barang dan Jasa. 
c. B u k u Barang Masuk. 
d. Surat Per intah Mengeluarkan Barang (SPMB) 
e. B u k u B u k t i Barang Keluar. 
f. Surat B u k t i Barang Keluar (SBBK) 
g. K a r t u Persediaan Barang (ada Gudang) 
h . K a r t u Barang (digantung d i Barang) 
i . Ber i ta Acara Perhi tungan Kontrasepsi Gudang. 

j . Hasi l Petarhitungan Persediaan Alat Kontrasepsi (F/I.a/SO) 
k. Hasi l Perhitungan Persediaan Non Alat Kontrasepsi (F/I.b/SO) 
1. Laporan Bu lanan Alat Kontrasepsi (F/ V / KB) 
m . Surat Keputusan Penunjukan Panit ian Penghapusan Barang. 
n . Ber i ta Acara Penelitian Pemeriksaan Barang. 

(2) Setelah d i l akukan Pencatatan, maka kegiatan selanjutnya adalah 
pelaporan yang me l iput i : 
a. Laporan Tahunan 

Membuat mutas i barang secara k u m u l a t i f selama 1 t a h u n serta 
sisa persediaan pada akh i r t a h u n (administrati f ) . 

b. Stock Opname 
Mengh i tung fisik barang setiap 3 (tiga) bu lan (Bulan Maret, J u n i , 
September dan Desember). 

X L PENYELENGGARAAN PELAYANAN K B DI KABUPATEN BOMBANA 

Agar pelaksanaan kegiatan pelayanan dapat berjalan sebagaimana yang 
k i t a harapkan d iper lukan Perencanaan penggerakan da lam pelaksanaan. 
Demik ian pu la halnya setelah pelayanan sangat d iper lukan adanya 
pengayoman agar akseptor merasa nyaman u n t u k menggunakaan alat 
kontrasepsi . 
1. Penggerakan. 

Penggerakan Pelayanan KB d i l akukan secara sist imatis dan 
berkes inambungan oleh Petugas KB (PLKB, Kader a t a u p u n tenaga 
Kesehatan). Penggerakan d i l akukan da lam upaya mot ivasi dan dapat 
mengidenti f ikasi calon/peserta KB t e ru tama peserta KB MKJP, d i mana 
data yang didapat dar i data data pelayanan KB dan Pasangan Usia 
Subur (PUS) potensial d i sua tu wi layah te r tentu . 
Da lam pelaksanaan penggerakan Pelayanan KB serta ayoman 
kompl ikas i Berat dan kegagalan kontrasepsi t idak terlepas dar i d u k p u n 
ungan Dana yang d iper lukan. Besaran pembagian dana penggerakn 
disesuai disesuaikan dengan kebi jakan d i Provinsi, mas ing masing, 
sesuai dengan s i tuasi dan kondis i wi layah setempat. Adapun 
d u k u n g a n dana Penggerakan Pelayanan KB MKJP dapat dapat 
d igunakan u n t u k beberapa ha l sbb: 
a. KIE dan Konseling Awal yang d i l akukan oleh petugas lapangan 

(PLKB dan Kader). 
b. Biaya Transnor Pergi dan Pulang pendamping Akseptor ke Tempat 

Pelayanan. / 
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c. Penapisan akh i r sebelum dan sesudah pelayanan (konseling) oleh 
provider (Dokter, Bidan) di lengkapi dengan Informed consent 
(berlaku juga u n t u k peserta Jampersal) . 

d. Biaya h i dup u n t u k 3 h a r i k h u s u s u n t u k akseptor MOP dan MOW. 
e. Penggerakan Pencabutan Imp lan d iper lukan u n t u k 

mengidenti f ikasi/pelacakan k l i en dengan masa efektif Imp lan yang 
telah habis pakai . 

f. B i la ada pelayanan KB yang t idak j a d i d i l akukan karena alasan 
medis ter tentu (kondisi kl ien), biaya KIE Konseling dan transportas i 
dapat tetap d ibayarkan dengan menyerahkan sura t keterangan dar i 
tenaga medis dan foto copy Formul i r K/ IV/ KB. 

CATATAN: 
Penggerakan Pelayanan KB dapat menghasi lkan Peserta KB B a r u m a u p u n 
Akt i f , n a m u n t idak semua k l i en penggerakan pelayanan KB yang berminat 
menggunakan kontrasepsi yang d ip i l ihnya dapat di layani pemasangannya 
d ikarenakan kondis i medis setelah mela lu i konsel ing akh i r pra pelayanan. 

2. Ayoman 
Jenis Ayoman yang d iber ikan adalah ayoman kompl ikas i berat dan 
kegagalan akibat kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) khususnya bagi 
PUS Pra Sejahtera dan Sejahtera I . Da lam perencanaan pemberian 
ayoman per lu d ike tahu i sebelumnya batasan jen is kompl ikas i berat 
yang akan diayomi serta penanggulangan rumor yang beredar tentang 
kontrasepsi . 
Adapun macam macam kompl ikas i kontrasepsi dan ak ibat serta jenis 
kontrasepsi yang diayomi adalah sbb: 

J E N I S 
KONTRASEPSI 

J E N I S KOMPLIKASI 
RINGAN SEDANG B E R A T 

MOW 1. Hent i J a n t u n g 
2. Perdarahan d i 

daerah tuba 
3. Perdarahan 

karena per lukaan 
pembu luh darah 
besar. 

4. Perforasi Usus 
dan Kan t u n g 
Kemih 

5. Embol i udara 
a tau gas 

6. Perforasi r a h i m 
7. Kompl ikas i pasca 

bedah 
MOP Infeksi Lokal , abses 

pada bekas l u k a 
1. Shock 

Anap i lak t ik 
ak ibat 
penyunt ikan 
anestesi 

2. Perdarahan 
3. Hematoma 

(memar) 
bengkak 

4. Infeksi 

dan 

7 
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IUD 1. Gangguan ha id 
(yang d i tanda i 
dengan bercak 
perdarahan) 

2. Keput ihan yang 
patologis 

Penyakit radang 
panggul (Pelvitis) 

1. Nyeri d i bawah 
pusat disertai 
demam, 
keput ihan yang 
berbau busuk , 
perubahan warna 
dan rasa nyer i 
pada w a k t u 
bersenggama 

2. Translokasi 
AKDR, ke luarnya 
AKDR dar i tempat 
seharusnya 
misa lnya 
perforasi u te rus 
Garang terjadi) 

3. Patahnya batang 
IUD saat 
pencabutan 

4. Perdarahan hebat 
pervaginam 

5. Benang/ 
Fi lament pu tus 
pada saat 
enar ikan IUD 

IMPLAN 1. Infeksi dan abses 
d i tempat l u k a 
yang d iak iba tkan 
Oleh pemakaian 
alat-alat yang 
t idak ster i l 

2. Nyeri a tau 
hematoma akibat 
pemasang ang 
yang t idak benar 

SUNTIK a. Gangguan ha id 
b. Perubahan berat 

badan 
c. Infeksi r ingan d i 

tempat sun t i kan 
(abces) 

PIL a. Gangguan ha id 
b. Mua l -mua l 

r ingan 
c. Pusing r ingan 
d. Perubahan berat 

badan 
KONDOM Ir i tas i dan alergi 

disertai ca iran 
keput ihan yang 
berwarna, gatal dan 
berabu 
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Pelacakan Kasus, Kompl ikas i Berat dan Kegagalan 
Pelacakan kasus kompl ikas i berat a t a u p u n kegagalan karena penggunaan 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MOP, MOW, IUD dan Implan) yang 
d i l akukan oleh T i m Jaga M u t u Pelayanan KB bersama dengan T im Aud i t 
Medis Pelayanan KB dar i Puskesmas/Rumah Sakit a t aupun Dinas 
Kesehatan mela lu i Aud i t Medis Pelayanan KB (AMP RB). 
Dalam me lakukan pelacakan kasus tersebut harus tetapberorientasi 
kepada : 
a. Peningkatan kua l i tas pelayanan KB dengan pendekatan s ik lus 

pemecahan masalah. 
b. Bersifat supervise fasi l i tat i f (pendampingan) dan t idak saling 

menyalahkan. 
c. Mencari solusi u n t u k perbaikan baik is i manajemen m a u p u n teknis. 
d. AMP KB d i l akukan per k l ien. 
a) Ayoman 

Ayoman d iber ikan kepada peserta KB yang mengalami kompl ikas i 
Berat dan kegagalan KB MKJP (MOW, MOP, IUD dan IMPLAN) Dana 
ayoman khususnya d i t u j u k a n bagi peserta KB Prasejahtera dan 
Sejahtera I yang t idak t e r l indung oleh asurans i kesehatan apapun. 
Dana tersebut juga dapat d igunakan u n t u k biaya transportas i disaat 
meru juk k l i en yang per lu penanganan lebih lan jut ke Fasilitas 
Pelayanan KB yang lebih lengkap. 
a. Kr i ter ia yang d imaksud dengan kasus kompikas i berat ak ibat 

kontrasepsi adalah 
1. Infeksi Berat yang memer lukan Perawatan. 
2. Perdarahan Hebat yang memer lukan Perawatan. 
3. T indakan yang memer lukan Pemeriksaan lan ju t seperti 

Rontgen dan Laborator ium u n t u k memban tu Diagnosis 
kompl ikas i Berat akibat kontrasepsi . 

4. Kompl ikasi yang memer lukan t indakan operatif. 
b. Kasus Kompl ikasi Berat/Kegagalan yang memer lukan r u j u k a n 

d i l akukan apabila peserta KB MKJP mengalami kompl ikas i berat 
a tau kegagalan yang per lu penanganan khusus d i u n i t pelayanan 
KB yang lebih t inggi . 

c. Peserta KB yang mengalami Kompl ikas i Berat / Kegagalan 
Kontrasepsi dan mencar i Data pelayanan a tau perawatan ke 
instans i a tau tempat pelayanan a tau perawatan swasta yang t idak 
d i t u n j u k (Dokter swasta, Rumah Bersal in, RS Swasta) 

b) Prosedur Pembayaran Kasus Kompl ikas i Berat dan Kegagalan. 
a. Pengajuan ban tuan u n t u k Biaya Penanggulangan akibat 

kompl ikas i Berat dan Kegagalan KB MKJP d i t u j u k a n ke DPPKB 
Kabupaten Bombana yang kemud ian d i te ruskan ke Perwakilan 
BKKBN Provinsi NTB. Dengan melengkapi b u k t i pembayaran, foto 
copy for imat K/ IV / KB yang telah menjadi akseptor. 

b. K l in ik KB (Puskesmas, RS) dapat mengajukan k l i m u n t u k 
mendapatkan biaya kompl ikas i Berat dan Kegagalan bagi peserta 
KB yang telah d irawat a tau d i m u n g k i n k a n u n t u k mendapatkan 
Uang m u k a d i Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. 

c. Da lam keadaan k h u s u s pengambi lan biaya penanggulangan 
kegagalan a tau kompl ikas i berat pemakaian kontrasepsi 
d i l akukan oleh pasien oleh Suami/ ls t r i a tau keluarga Pasien yang 
ber ikuasa secara tertul is , dengan cara menyerahkan ku i t ans i 
b u k t i pembayaran biaya kegagalan a tau kompl ikas i berat, 
pemakaian alat dan Obat kontrasepsi disertai dengan keterangan 
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diagnosis dar i dokter yang merawat serta surat keterangan k l i n i k 
KB tempat pemasangan alat kontrasepsi . 

Catatan: 
Apabi la ada kasus kasus te r tentu yang memer lukan penyelesaian lebih 
lan jut dapat berkoordinasi dengan BKKBN PUSAT agar ter lebih d a h u l u 
menghubung i Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi. U n t u k selanjutnya agar 
d i t indak lan ju t i penyelesaiannya. 

P A R A F K O O R D I N A S ! / 
NO UNIT/SATIIAN K E R J A P A ^ A F 

1 J ^ M * 
2 
3 - 4 4 
5 

BUPATI BOMB 

H. TAFD, 


